V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan berikut ini:

1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Selisih antara anggaran pendapatan

daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan surplus atau defisit

APBD. Selanjutnya pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jika terjadi defisit, maka
jumlah

pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran. Sedangkan SILPA
tahun berjalan merupakan selisih antara surplus/defisit APBD

dengan pembiayaan netto.

2. Alokasi anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung
Lima Tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 14,11%.

Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kenaikan belanja pegawai.

3. Alokasi pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2009
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,02%. Sedangkan Pembiayaan
yang diperoleh mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15,085.
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk

menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu lebih berusaha untuk dapat
meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalian potensi-potensi baru daerah
dan pengembangan potensi daerah baik dengan melakukan intensifikasi (misalnya
menertibkan pajak) dan ekstensifikasi (memprioritaskan retribusi daerah).

2. Pengalokasian anggaran sesuai paradigma baru harus sesuai dengan prioritas dan
tuntutan masyarakat, di mana anggaran yang ada harus benar-benar digunakan
untuk melaksanakan kegiatan/proyek yang perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam menyusun anggaran belanja rutin perlu adanya standarisasi anggaran dan
prioritas pada masing-masing unit kerja, sehingga dana yang teralokasi pada
masing-masing unit kerja bisa mencukupi untuk menjalankan kegiatan unit kerja
yang bersangkutan dan perlu adanya sosialisasi standarisasi yang dijadikan acuan
yang baku guna menyusun alokasi anggaran untuk belanja agar setiap unit kerja
dapat melakukan prioritas terhadap jenis kegiatan yang berhubungan dengan

kegiatan unit kerjanya.



